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Hubungan antar stakeholder maupun pihak terkait bersifat
interdependen. Pemerintah daerah berkoordinasi dengan BPN untuk
legalisasi dan penataan ruang. Pemerintah harus melibatkan petani dan
memberi ruang kepada LSM untuk menjaga legitimasi sosial. Jika
pengembang terlibat, mereka harus transparan dan mengikuti perat

teknis serta administratif yang ditetapkan.%

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dipaparkan dalam bab terdahulu dapat

ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1.

Mekanisme Pelepasan KP2B Untuk Kepentingan Umum dilakukan sebagai
berikut:  Pertama, Tahapan Pelepasan KP2B melalui tahap
perencanaan,tahapan perizinan pengadaan lahan, tahap pelaksanaan dan
monitoring. Kedua, melibatkan pihak-pihak seperti Dinas Ketahanan
Pangan dan Pertanian, Dinas Tata Ruang, BPN, Pemerintah Daerah, Petani,
Pihak Swasta/Investor dan sebagainya. Ketiga, Pelepasan KP2B untuk
kepentingan umum dilakukan dengan memenubhi kriteria dan standar yang
sesuai dengan PP No 11 Tahun 2011 seperti terdapat lahan pengganti,
kesesuaian ganti rugi, dampak yang mungkin timbul dan sebagainya.

Pelaksanaan Pelepasan KP2B di Kabupaten Bojonegoro dilakukan dengan
proses yaitu: Pertama, melakukan verifikasi dan identifikasi wilayah yang

menjadi KP2B. Kedua, Pelepasan KP2B belum pernah terjadi karena belum

85 Prasetyo, A., & Lestari, Y. Loc.cit, hal 9.
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adanya permohonan pelepasan KP2B. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
bisa mempertahankan kawasan KP2B untuk dialih fungsikan dengan
memperketat persyaratan dan meminimalisir permohonan pelepasan lahan
utamanya KP2B. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga menerapkan
Undang-Undang 6 tahun 2023 Cipta Kerja sebagai pedoman dalam

pelaksanaan perlindungan KP2B maupun dalam pelepasannya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa

saran sebagai berikut :

1.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro diharapkan melakukan evaluasi dan
penguatan terhadap regulasi yang mengatur pelepasan KP2B termasuk
pengetatan terhadap mekanisme pelepasan KP2B. pemerintah perlu
membentuk sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan terhadap
pelaksanaan pelepasan KP2B untuk memastikan bahwa proses tersebut
berjalan sesuai dengan ketentuan.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro utamanya Dinas terkait perlu
meningkatkan program sosialisasi mengenai mekanisme pelepasan KP2B
dan pentingnya KP2B kepada masyarakat, terutama kepada petani dan
pemilik lahan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan

kewajiban dalam proses pelepasan lahan.
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